PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT L
NOMOR ;M TAHUN 2021
 TENTANG - s
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGbI SERTA._E:Z_;Z_E -
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA’I‘AN STEPIL S
PROVINSI KALIMANTAN BARAT =

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkaﬂ ketentuan Pasal '97 ayai
Peraturan’ Pemerintah Nomor. 18 Tahun 20_1_6 te
Perangkat ‘Daeraly - sebagannana telah dmbah dengan-,
Peratur an Pemenntah Nomm‘ ‘72 ’I‘ahun 2020 tentang

fungsmya telah dapat dﬂaksanakan 'c)le:h.";; "}.{elempo_;
jabatan fungsmnal menghapus umt organzsasz yang.

kelompok 3abatan fungswnal

b. bhahwa: berdasarkan ketentuan Pasai 3 aya‘t (1] hum
Peraturaﬁ Mentem Pendayagunaan Aparatu_r__Negara d

Fungsmnai mengamanatkaﬁ bahwa
jabatan dilakukan pada mstansz Daerah i

dalam 3a’bata;n fungszorzal

d. bahwa- berdasarkaﬂ pemmbang_a_n

Dinas" Kependudukaﬂ dan Pencata‘tan " Slpl
Kahmantan Bara‘i: [ (R

f
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Pasal 18 ayat (6) UndanguUndang Dasar Negara e
Republik Indonesia Tahun 1945;. : '

Undang-Undang - Nomor 25 ’I‘ahun 1956 tentang
Pembentukan = Daerah-Daeral - Oionom Prov1r131 ER

Kalimantan Barat Kalimantan. Selatan dan Kaizmantan -

Timur (Lembaran Negara Repubtlik - Indonesia Tahun ': :: 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_._'_z_ L

Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun' 2014 tentang Aparatur R
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonema;_’_"-._i-. e
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan’ Lembamn Negara 4

Republik Indonesia Nomor 5494) G
Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2014 temang-‘-‘.

Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik = .0
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran bl
Negara Repubhk Indonesia. Nomor 5587) sebagmmana“f Sl
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan. o0

Undang—[}ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentaﬂg Clpta--:t';

Kerja {Lembaran Negara Repubhk Ind()nesza Tahun 2020“;‘ :
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negala Repubhk‘_;___jj' s

Indonesia Nomor 65’78) L
Undemg—Undang Nomor 30 Ta,hun 2014 ter;tangi.;
Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhk"“
Indonesia Tahun 2014 Nomor. 292, Tam‘bahan Lembalan
Negara Repubhk Indonesia Nomar 5601) e
Peraturan Pemerintah Nomor 8’? Tahun 2014 tentang
Perkembangan. Kependudukan Keluarga :,Keluarga
Berencana, 'dan Sistem Informam Keluarwa '-'(Lembaran -

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negaua Repubhk Indonesm Nomor’:‘_'-f N

5614);
Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk' ndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negam...

Republik Indonesia Nomor:. 5887) . sebagazmana telah s
diubah dengan- Peraturan Pemez intah Ncmor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturem Pemermtah
Nomor 18 Tahun 2016- tentang Perangkat Daerah:;!.f
(Lembaran - Negara Repubhk Indonesza T _'un 2019

Nomor 187, ‘Tambahan - Lembaran Negi;u a'_'_ff' Repubhklf;{-f:

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan - Pemerintah | Namor 11 Tahun 2017 tentang,:{_{ o

Manajemen  Pegawai Negen 81p11 (Lembara:n ‘Negara.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahani_f”-f _:f;';
Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor: 6037)
sebagalmana telah diubah dengan Pez aturan Pemermta.h; :

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Notnor 11 “Tahun 2017 tentang
Manajemen - Pegawaz ‘Negeri. Szpﬂ (Lembaran ‘Negara
Republik Iridonesia- ’l“ahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negar& Republik Indanesm Nomor 647 7)
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Menetapkan

10.

11.

12.

-3.

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor ’7’6 Tahun 2015 B
tentang Pengangkatan dan- Pemberhenfian Pejabat pada.f.'f'. R
Unit Kerja© yang Menangani Urusan -Administrasi =
Kependudukan di Provinsi dan: Kabupaten/ Kota: (Berzta? S

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Ncmor 1'7 99),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan'._" S
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun® 2021 “tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan"_..ﬁ._'_..'_:'.'_:_ﬁ =
Fungsional : (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahu:a'---_* L

2021 Nomor 525); R
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negafa dan’

Reformasi Birokrasi. Nomor 25 Tahun 2021 tentang_i-..____': o
Penyederhanasn Struktur - Organisasi pada Instansr'_:_ S
Pemerintah ' untuk Penyederhanaan. Bzrokrasz (Bemta SRR

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)

Peraturan Daerah Nomor -8 Tahun 2016 tentang:-_{;-’-_- T
Pembentukan dan Susunan. Permgkat Daera,h Prov:znsr_;‘--j"',:'f_'_.
Kalimantan - Barat (Lembaran - Daerah “ Provinsi I S
Kalimantan Barat Tahuin 2016 Nomor 8, ”I‘ambahan'_-_}“_;
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6}~ = -
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakh;r:'-_-'j.'3--'-.'.';.-_-__'."-'.-}-
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan 'Kedua Atas Peraturan Daerah ‘Nomor 8-
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan'{.'_. ey
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Bafat (Lembarani!'-_ SR
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun: 2021 Nomor 5, R
Tambahan Lembaran Daerah Pre ownsz Kahmantan Bara‘é:ff_'_.-- CEa

Nomor 5};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN e
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SER’I‘A
TATA KERJA  DINAS ~ KEPENDUDUKAN N-yi‘ e

PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB 1 R
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Repubhk Indonesza yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia - yaﬂg dibantu oleh. -
Walkil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. : o

HAFG PERANGS AT DARRAR

setgTER T | oCseEna L
BUKUM PEEEA h.i‘zlg‘?”; ) .
&

L 3\*/: R

]




>

10.

11.

12.

13

14,

15.

16.

17.

.Jabatan Administrasi adalah sekeiompok jaba‘tan yamg bensz fungsz dan;'.-;:

—4-

Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusain . pemermtahan oleh Gl
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas S TENE
otonomi dan tugas pembantuarl dengan prinsip otonon'n seluas-—iuasnya-::_' r
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan - ‘Republik’ Indonesia =~ -
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk o

Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara”r o

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan |
yvang menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Barat. : '

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. _
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provms1 Kahmantan Barat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll PiOVll’lSl Kahmantan Barat yaﬂg"; R
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemermt&h&n CEe
daerah di bidang administrasi kependudukan dan- pencatatan sipil, serta - . :
urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga )

berencana.

Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Kepene‘iudukan dan Pencatatan Slpﬂ-:':_ .

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operaszorlal_f. Rl
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada- Dmas Kependudukan dani_f S

Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur 5ipil Negara yang selangutnya d;smgkat ASN adalah profes1 bagl
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjangzan kerja yang e

bekerja pada pemerintah Provinsi halzznantan Barat

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjumya dlsebut Pegawal ASN e
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanﬁan-_fi
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan c‘lxserahl tugas il
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara laumya dan S

digaji berdasarkan peraturan pemndanguundang:m _ _ : T
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah Warga negara’f_
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat sebagal Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembma kepegawaaan un‘tuk mendudukl Jabatan
pemerintahan. . L Sl

tugas berkaitan dengan peiayal’ia:a pubhk serta- admimstrasz pememntahaﬂ;f“ ':
dan pembangunan. _ _ S

Pejabat Administrasi adalah Pegawaz ASN - yang menduduktl Jabatan.:-"}_'_

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantaiy Barat

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berzsl fung31 dan_:f:';-l-'-.“ s

tugas berkaitan dengan pelayanan fungswnai yang berdasalkan pada{fi_z_:
keahlian dan keterampilan tertentu. - : .

Pejabat Pungsional adalah Pegawai ASN yang menduc{uh Jabatan:.j e

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan E’sarat

Penyetaraan Jabatan Admzmstras1 ke dalam Jabataﬁ Fuﬂgsmnai- yemg i
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah’ Pengangkatan Pejabat’
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal melalm Penyesuaian / Inpassmg
pada jabatan fungsional yang setara :
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19.

20.

21.
22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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. Administrasi Kependudukan ada}ah rangkalan keglatan penataaﬂ dan- "

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data: kependudukan melalui

pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil, - pengelolaan informasi . -

Administrasi Kependudukan ' serta pendayagunaan hasﬂnya ' untuk_ff' i
pelayanan publik dan pembanwunam sektor lain. :

Penduduk adalah Warga Negara: Incionema dan Oraﬂg Asmg yang bertempat EREE R

tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orangworang bangsa Indonesna asli’ dan';':.'_:-f'_”__.__._._
orang-orang bangsa lain yang’ disahkan dengan _Undang Undang sebagal_:

Warga Negara Indonesia.
Orang Asing adalah orang bukan Wa1 ga Negara Iudonesza

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang d1terb1t1\an 018}1__:.;_::_;-'_. i
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum' sebaga:a alat bukti -~ |
autentik yang dihasilkan dari pelayanan - Pendaftaran Penduduk dan e

Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregai yang-z'- i
terstruktur sebagai hasil dari @ kegiatan Pendaftaran Pemiuduk dan'f.j i

Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan bmdata Penduduk, penca‘taiah - o

atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan -
administrasi kependudukan ‘serta penerbltan dokumen kependudukan*
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan

Peristiwa Kependudukan adalah’ kejadian yang: ‘dialami. Penduduk j,fanﬂe e
harus dilaporkan karena membawa ~akibat terhadap” penerbltarz cataut oo
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (K’I‘P-el)':_i”_f---. L
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,. L

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadz ﬂnggal ‘Le’cap

Nomor Induk Kependudukan, selanmtnya dlsmgkat NIK adalah nomor:ﬁ.' i
identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggai dem meleka‘i:"

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesza

Kartu Keluarga, selanjutnya dismgkat KK, adalah Kartu 1denutas keluarga'_'

yang memuat data tentang nama, susunan. dan hubungan da’.iam keluarga- :
serta identitas anggota keluarga. : ey

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selaﬁjumya dlsu'lgkat KT ..el _
Kartu Tanda Penduduk yang dﬂengkapl cip yang merupakan 1dentztas o

resmi penduduk sebagai bukti diri yang, dxterbztkan oleh Instans1 Pelaksana o

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa ‘Penting yang d laiazm Dfieh;"""
seseorang dalam register pencatatan sipil pada 1nstans1 Pelaksana

Pejabat Pencatatan Sipil adaiah “pejabat yang meiakukan pencatatan;
Peristiwa Penting vang dialami- seseorang pada Instan& Pelaksana yang. . -
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemrzdangl;r
undangan. - : : S R

Peristiwa Penting adalah ke;adzan yang dxalaml Oieh seseorang mehput;i
kelahiran, kematian, lahir mati, pezkawman perceramn pengakuan anak,’

status kewarganegal aan.

untuk tinggal di wilayah Negara. Kesatuan Repubhk Indomesm dalam jangk"

walktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruradang__
undangan. — : :
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33. Izin Tinggal Tetap adalah izin- ‘anggai yang dlberﬂ{em kepada orang asmg__._
untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Repuhhk Indones;a'g R

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundaﬁg—undzmgan

34. Petugas Registrasi adalah petugas yang dmtaznakan d&i‘i pegawaz negeu;_i'_’ig; )
sipil yang diberi tugas  dani ta&ggung;awab ‘mhemberikan' ‘pelayanan .
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentmg serta pengeiolaan'_' Sl i
dan penyajian data kependudukaﬁ di desa/ kelurahan atau ﬁama Iamnya Rt

35. Sistem Informasi Admnnsttam Kependudukan seianjutnya dzsmgkat SIAK
adalah sistem informasi yang: memanfaatkan: tekﬂologl informasi i

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan ‘informasi administrasi-

kependudukan di tingkat penyelenggara da‘ﬁ Irxs‘tanm P‘elaksana sebagal_z'{'f
satu kesatuan. _ : B _ _ i

36. Data Pribadi adalah data perseorangan teu,entu yang dzsxmpan chrawat

dan dijaga kebenaran serta dﬂmdungx kerahamaannya

CBABI
KEDUDUKAN

pmz 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dmas yang berkedudukan ch bawah "dar‘z
bertanggungjawab kepada Gubernur mela1u1 Sekretarzs Daerah

BAB IH S : :
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN QRGANESASI
Bag1an Kesatu j_' o
Tugas dan Fuugsa

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membamu Gubemui melaksanaka; _
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah da:n tugas pemban uaﬁ
bidang administrasi kependudukan dan" pencatatan 8ipil, ‘ser ‘caf;pengendahan_
penduduk dan keluarga berencana sesual ketenma‘m peraturaﬁ pemncian'
undangan. : : : e :

Pasal 4—

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud dalam Pasal' '3' Dmas _'
menyelenggarakan fungsi: .

a. perumusan program kerja d1 b;dang admmlstram kepemdudukaﬁ dan
pencatatan sipil, serta pengendahan penduduk dan I{eluarga berene&ma,

b. perumusan dan pelaksanaan keszakan d1 bldang fasﬂztam pendaftar_
penduduk, fasilitasi pencatatan 81p11 penge}o}aan 1nformas1 admimstrasz
kependudukan, dan I{elembagaan . :

¢. pengoordinasian pelaksanaan kebgaka;a ch bldang fas;htam pendaftaran-
penduduk, fasilitasi pencatatan. sipil,- pengelolaan 1nfoma31 admlmstrasr
kependudukan, dan kelembagaan : R :
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan,
kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

penyajian  data kependudukan berskala provinsi berasal dari data
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh

kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri;

pengoordinasian  pengawasan atas  penyelenggaraan  administrasi
kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran -
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaﬁaran
pendudulk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi -
kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja insi:an31
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai Kketentuan
peraturan perundang-undangan. '

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Bidang Kelembagaan,;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

PRome a0 TR

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupalkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a.

penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,

fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran pendudul,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan;

penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata
usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan
program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota,
urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan
penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi
kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah vyang menangani
urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang
milik negara di kabupaten/kota;

penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran pendudul,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran
pendudul, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan;

pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan, kerja sama
pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan;

HARO
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j- pelaksanaan bimbingan teknis . dan superv1s1 ch bidang pendaftaranf: i

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi admmlstram
kependudukan dan kelembagaan; : -

k. penyajian data kependudukan berskala: provinsi berasal darl dat'é S

kependudukan vyang telah dikonsolidasikan ~ dan dibersihkan - “oleh _
kementerian vang bertanggung jawab dalam urusan pemermtahan dalam (R

negerl

l. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas .penyeienggg_{raan _'_adrriihistras{_'._f'_ |
kependudukan, kelembagaan, _pengeridalian 'penduduk dan _-'_'kelﬁarga e

berencana,

m. pengoordinasian kegiatan di: bidang fasﬂztasl pendaftalan penduduk
fasilitasi  pencatatan  sipil, peﬁgeiaiaau g mformam B adm;msmasz SR

kependudukan, dan keiembagaan

n. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di. bldang faszhta31 pendaﬁaran:'f'“' |
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan mformam admlmstram SR

kependudukan, dan kelembagaan; L
0. pengawasan terhadap peiaksanaml 'Lugas dan’ fung31 ch Imgkangan Dmas

p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaman refmmam blrokrasz, -i' :
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP} dan pelaym'zam B =

publik di lingkungan Dinas;

q. pelaksanaan evaluasi dan pelaperan terhadap penyelen ffaraan keﬁlataﬁ dt‘_* -.
bidang fasilitasi pendaftaran penduduk; fasﬁaiasu pencaiatan s1p11 S

pengelolaan informasi admmlstras1 kependudukan dan kelembagaan

r. pemberian saran dan pertlmbangan kepada Gubernm ‘berkenaan denganf. f
perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk faslhtaSi__
pencatatan sipil, pengelolaan mformasz admlmstrasz kependudukan daﬂf Sl

kelembagaan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan d1 bldang admimstraﬁ
kependudukan dan pencatatan sipil, serta’ pengendahan penduduk dan
keluarga berencana yang dxbemkaﬁ oleh Gubemur sesual ketentuan SR

peraturan perundang-undangan,

Ba‘giaﬁ Keempat =~
Sekretariat

-Pe;tsal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'IS'éyai (1) hul uf b chpimpm";:_"__g'f_'__'j"-_:"f.'.": e
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan hertanggung]awab kepada-_ Ly

Kepala Dinas.

- Pasa}. 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahaxx pemmusan l{ebgakan dz'
bidang rencana kerja, monitoring dan evaiuam, _umum dan aparatur keuangan S
dan aset, serta bertanggung}awab memimpin: pelaksanaan seluruh kegiatanf”?.}}
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dmas - :

AMSTER L] USERDA LTy
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a.
b.

k.

penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana “kerja, -
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkiingan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengeiolaan keuangan '_ .'
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ch lmgkungan S

Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dz hngimngan"'
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akumabihias o

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dl hngkungan*- o
Dinas;

pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan :
pemberhentian dan penilaian kinerja = pejabat yang._ membid_angif-‘- o

administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menaﬂgam urus&m :Z'

administrasi kependudukan di kabupaten/kota:

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz dz Imgkungaﬂ-“. R

sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas be1kenaan'_'. |

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan texhadap pelakszsmaan

tugas dan fungsi di ingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretatiatan yang dlseiahkan oleh .

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturaii pemndang»undangan

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahz
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dan

b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg-masmg d1p1mpm

oleh seorang Kepala Sub ' Bagian = yang berada di ‘bawah - dan R

bertanggungjawab kepada Sekretamss
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Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan kepegawaian;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan

i pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang
diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  huruf
b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan,;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;
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e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di b‘&d’cmg
keuangan dan aset;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yvang diserahkan oleh
sekretaris. :

Bagian Kelima
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Pasal 16

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasana
pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk, serta bertanggungjawab
menumpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran
penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan
prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk;

AGIETEN T SEEDA
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ’i\mg%\ i
bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasana
pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran pendudul;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran
penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi pendaftaran penduduk; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Pasgal 19

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merwmuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana
pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan
prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur
pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi péncatatan sipil
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan
sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur
pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi penca‘catan sipil -
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas bezkenaan

i

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana

pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, . evaiuam dan -
dokumentasi pencatatan sipil;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan 31p11

bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasz
pencatatan sipil; dan '

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas d1 bldamg

fasilitasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang—
undangan.

Bagian Ketujuh :
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan "'Séba'g'aim'aha"

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyaa tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang faaﬂltam
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
bina administrator database, pengoldahan dan penyajian data kependudukan
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta  bertanggungjawab memimpin seluruh  kegiatan - pelayanan dan '_ '_
administrasi di bidang pengelolaan informasi admmzstras: kepezlc’iudukan

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 BIdang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Infom}am Ac{mmistras:t
Kependudukan;
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Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) hul"u'f_'__f,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di - ‘bawah ‘dan
bertanggungjawab k@pada Kepala Dinas o BRI

- 15 -

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan bina administrator database, pengolahan dan - penyajian - data
kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan; '

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan

prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina -

administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, -

monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi l{epténdudﬁkah_' '

sesuai ketentuan peraturan pemndamg—undang&m

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bzdang
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi  administrasi

kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan

penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi penwelolaan

informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan pmatuian

perundang-undangan,;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan - ﬁ,mgsx dl b1dangﬁ.

fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan - informasi- admxmstrasx. i
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan ‘dan

penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan' i
informasi administrasi kependudulkan; I

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan . ‘tugas dan- fungsz di S
hidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi. admlms‘trasz_ St

kependudukan dan bina administrator database, pengoiahan dan
penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi. pengelolaan_:-' T

informasi administrasi kependudukan sesuai _ketentuan pera‘turan
perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas belkena&m:

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi ‘sarana dan prasarana

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina admimstraterf-‘_-'_- ;
database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, momtnrmg dan ERRREREN B

evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; =~

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan:" ' :
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasaaana pengeislaa.n‘ i

informasi administrasi kependudukan dan bina administrator da‘tabase,':“

pengolahan dan penyajian data kependudukan, momtormg dan evaluasz ' e

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas ci1 b}dang : B
pengelolaan informasi administrasi kependudukan - sesua; keten‘tuan REa '

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Kelembagaan

Pasal 25
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Bidang Kelembagaan mempunya; tugas meny1apl<:an bahan dan merumusk_ _'
kebijakan teknis di bidang kmjasama, pemanfaatan data dan dokumenj-
kependudukan, pengendalian penduduk keluarga berencana 1a an- keiuarga

sejahtera, monitoring dan . evaluasn kelembagaan serta ber‘can'ggung}awab)f i
memimpin seluruh  kegiatan pelayanan dan admzmstras1 dl bldang; e

kelembagaan. _

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmalxsud dala.m Pasal 26 Bidaz‘wﬂ_ﬁ_ﬂ
Kelembagaan mempunyai fungsi : : : ' :

a. penyusunan program kezja Badang Ke}embagaan

b. penyiapan bahan dan: perumusan kebljakan tekn:is dz bzda:ngz kerjasama
pemanfaatan data dan dokm_nen -_kependttdukan_,'ﬂp'engén'délia fp‘é‘z‘?idu'd&k
keluarga berencana dan. ke’iuarga sejahtera momtormg __dan ‘evaluasi
kelembagaan; - o o -

c. penyelenggaraan urusan pemenntahan d1 b1dang kergasama, pemanfaamn
data dan dokumen kependudukan, pengendahan penduduk keluarga”'
berencana dan keluarga se;ahtera, momtonng dan evaiu lemb
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan e

d.
e.
f.
monitoring dan evaluasz
perundang~undangan L
g.
h.

tugas dan fungsi di bldarzg kerjasama pemanfaatan da
kependudukan pengendahan penduduk keluarga' beren
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Bagian Kesembilan =
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

{1} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1)

huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1} huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator dJabatan
Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 31

(1} Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat = . melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertzmggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan-

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesum-
ketentuan peraturan per undang-undarigan. :

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan = peraturan perundang-

undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuaﬂ
peraturan perundang-undangan. '

Pasal 32

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum dzangkat dan: T
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekamsme penyetaraan_ T

jabatan diberikan penghasilan yang sama dengarl 3abatan yang dzduduk;._- _

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan per aturan -

perundang-undangan mengenai ketentuan @enghasﬂan Penyetaraan
Jabatan. ' '

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dzduduk;L dzsetarakan R

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebeiumnya sampm
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan J abatan

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan chdudukl sebagaimana”_"_] L
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih’ tmggi, kelas: i o
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan menglkum peraturanl'_
perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsm‘ﬂal_ S

tersebut.
BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pagal 33

(1} Kepala Dinas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dzangkat dan--

diberhentikan oleh Menteri Dalam Negem ‘atas usulan Gubernur. d&i‘l_’"_.':.-_
Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesual ketentuaﬂ peraturanf L

perundang-undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dlangis,,a’i darl E’egawag ASN-': o
yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- S

undangan.

(3} Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas mempe:h&ﬁkan syarat:'_"f__ﬁ.'
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan peruﬁdang-«undamgaﬂ R

{(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan baglf R
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketemuan SR

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas d}.susun sesuau ketentuan;j B

peraturan perundang-undangan
HARO g ERAH
HUKUM 54
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Pasal 34

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan =

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur .mengena:t_'
penyederhanaan birokrasi berlaku. '

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan s,'ebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima L
persen) dari Angka Kredit Kumulatif. untuk kenaikan: pangkat setmgkat R

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi ’Lugas pokok: dan e

pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membma mengawasz,_' _:_ _ S
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petun;uk ker;a kepada'3 ERER

bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admmzstrasz dan Pe;abat'.___ '. -
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, nﬁegz asi- dan :
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangka‘t Daerah L

lain sesuai dengan tugas dan funﬂsmya

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanalkan fungsz pengawasan" o 3:__ .
di lingkungan Dinas dan mengambil largkah- 133'1gkah ya:ng d1per1ukan-_:-_z R
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundangf SR

undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 'i:ugashya: dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui - Sekretarls Daerah LR

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja 'I{epéda Gubéfhﬁi‘
melalui Sekretaris Daerah secara tepat wakfu yang dlsusuﬁ Sesual_l S

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada: atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam ‘memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Selaetaizs ‘guna .
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. B

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dlbebankan pada' :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. :

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas Iamnya”'_'- '
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. :

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas dltetapkan oleh”.'-' o

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang—undangam S
(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung;awab d1 b1dang

organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi- terhadap penataan S

organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan pemndang unciangan

(3} Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan I{erja sama’ dalam kegiaian-"__ o
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan-‘[ s

perundang-undangan.

(4} Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seiuruh Pe;abat_:'

Administrasi dan Pejabat Funcrszonal berpedoman pada keteﬁ“i:uan-_ .

peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN yamg_ -_-:ﬁ_;";' o
melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksangkan tugasnya sepan;ang S

belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalan
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor _
106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan'Eung’Si '

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 - -

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor IOG_.TahUH -
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 'serta Tata ™
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat =
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 87), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. R

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangam Peraturan o

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provmsz'_”'_. o
Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pon‘tlanak
pada tanggal LA TS i

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal %e | X

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR -
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